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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2012 
TENTANG 

TIM PENELITI PUSAT GELAR, TANDA  JASA, DAN TANDA 
KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEMENTERIAN PERTAHANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tim 
Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 
Bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Pertahanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5023); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda 
Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5089); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda 
Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5115); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; 

  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 469). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TIM 

PENELITI PUSAT GELAR, TANDA  JASA, DAN TANDA 
KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertahanan. 

2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 

3. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. 
4. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira 

tinggi militer yang memimpin TNI. 
5. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala 

Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. 

6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya 
disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di 
lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

8. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 
warga negara. 
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